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élfgvag Sondli Safitri (2024): Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek
= = o
g' ?D S o No.219/Pdt.G/PA/TLK Tentang Pembagian Harta Bersama.
> 2 A
% ‘g é W) Studi Kasus Pengadilan Agama Teluk Kuantan
=} 1zl =
525 Pegelitian ini dilatarbelakangi yaitu adanya perkara harta bersama disamping penetapan
o a. =
Shigdhnah gnak yang diputus secara verstek yang salah satu pihaknya yakni pihak tergugat yang
%tl‘aalgdlke@hul keberadaanya dan dinyatakan hilang diseluruh wilayah Indonesia, berdasarkan
=

‘Ds&aﬁla 2 tahun sejak kepergiaanya. Namun, berdasarkan KUHPerdata pasal 467 bahwa apabila
é’s@eoranggmeninggalkan kediaman tempat tinggal tanpa memberi kuasa guna mewakili dirinya
S dfn mengfifrus harta kekayaanya maka untuk mengurus kepentingannya sejak S tahun lampau
3scfelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, bagi pihak yang berkepentingan dapat
E._nﬁngajuk@ gugatan. Permasalahan yang terdapat dalam perkara pembagian harta bersama ini
%y%fng tetap dibagi walaupun pihak tergugat hilang kurang dari 5 tahun selain itu terkait
Spgmanggitan pihak tergugat melalui media hanya 1 kali yakni pada tanggal 1 Juli 2021-27 Juli
Blangsung pada tahap persidangan. namun Hal ini berbeda dengan ketentuan KHI Pasal 139
ib@wa apabila pihak tergugat kediamananya tidak jelas dapat melalui media sebanyak 2 kali
?d%ngan rentang waktu 1 bulan dari panggilan pertama dan kedua. namun pada kenyataanya
Shgkim Pengadilan Agama Teluk Kuantan menyegerakan proses persidangan pembagian harta
gbé’rsama tanpa harus menunggu kejelasan tergugat untuk datang ke Persidangan dengan

u

msniraﬁperr%taan ghaib yang diajukan oleh pihak penggugat bahwa pihak tergugat telah hilang

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
sagalisis. Objek penelitian  yaitu Putusan  Verstek Pembagian Harta Bersama
@.219/Pdt.G/2021/PA/TLK. Sumber data yang digunakan Sumber Data Primer,Sumber Data
SSekunder @an Sumber Data Tersier. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara,
odgn docymenter. Teknik analisis dengan penelitian yang bersifat kualitatif dengan

@
2ngenggundkan metode analisis isi ( content analysis).
B H4dgil Penelitian ini terkait pertimbangan hakim terhadap perkara harta bersama yang

t%h diputus verstek berdasarkan dengan Hukum Acara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
gHakim P@gadilan Agama mempertimbangkan untuk menyegerakan penyelesaian perkara
“harta bersgma ini hingga jatuh pada putusan verstek. dari hasil pemeriksaan pihak tergugat
Esudah dingatkan ghaib walaupun kurang dari 5 tahun kehilangannya. maka atas permasalahan
Sinilah hakiim tetap membagi harta bersama yang tetap berkonsep bagi keadilan dan kepastian
wn . . F .
Yhukum bagi pihak penggugat dan tergugat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni
zbagian saf@a rata 1/2 untuk Penggugat dan 1/2 untuk tergugat. Hakim tetap memperhatikan
?rkemashla@tan yang jelas bagi kedua belah pihak yang terpenting bagi ketiga anak antara pihak
Spenggugatdan tergugat yang masih membutuhkan hak asuh dari kedua orangtua nya baik dari
—segi matefiil maupun nonmaterill. atas kondisi inilah hakim memperhatikan kepentingan yang
Sterbaik bagi pihak penggugat dan tergugat maka, pertimbangan hakim dalam membagi harta
= . . g v
Sbersama t’_‘ah sesuai dengan hukum islam dan ketentuan yang berlaku yang menerapkan nilai
okeadilan bagi kedua belah pihak.

R

%]
Kata Kuiiti : Pertimbangan Hakim, Putusan Verstek, Harta Bersama.
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Alhamdulillah,segala puji Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa
=
T%r’ala yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat
nsg{)nyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”Analisis Pertimbangan Hakim dalam
w

Putusan Verstek N0.219/Pdt.G/2021/PA TIk Pembagian Harta Bersama Studi
A

Kasus Pengadilan Agama Teluk Kuantan”.Shalawat dan salam semoga senantiasa
c

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu’Alaihi wa Sallam
yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh
ilmu pengetahuan seperti yang sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana
strata satu (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam
f+¥]

pEnulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran,
wn

sgta motivasi dari berbagai pi----hak sehingga penulisan skripsi ini dapat

(]
diselesaikan. Suatu keharusan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih
=]

kaaada:

lfKepada yang teristimewa untuk Ayahanda Suliyo dan Ibunda Tini yang dengan
o

atulus dan Ikhlas atas segala pengorbanan cinta, do’a dan telah memberikan
&

gdukungan ,motivasi kepada Ananda baik secara materil maupun spiritual. Jasa

S

‘< dan kasih sayangmu akan Ananda kenang hingga yaumul akhir dan semoga

L

emua perjuangan mu akan dibalas oleh Allah Swit.
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O

ﬁkesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Sultan Syarif Kasim
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3§Bapak Dr. Zulkifli., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta
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gMawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan |1, Dr. Hj. Sofia Hardani., M. Ag., selaku
=

;Wakil Dekan I1l yang telah mempermudah penyelesaiaan skripsi ini.

4§Bapak Ahmad Mas’ari S.HLM.H hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Islam dan Bapak Ahmad Fauzi S.HI, M.A Selaku Sekretaris Jurusan Hukum
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Mutassir, S.HI, M.Sy,. sebagai Pembimbing Metodologi dalam penulisan skripsi
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gpenulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
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gproses perkuliahan.
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1
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gmemberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang
%dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi
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29. Kepada teman-teman Hukum Keluarga 20 D dan seluruh Angkatan Hukum
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Terimakasih menjadi Support Penulis Selama Masa Perkuliahan, menjadi
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Tempat Cerita Senang dan Sedih. Semoga Kalian Sehat selalu dan Sukses.

11.Serta berbagai pihak yang belum disebutkan diatas yang turut memberikan
dukungan, dan dukungan kepada penulis, terima kasih atas segala bantuan.
Dukungan dan ide yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan

perkuliahan, penelitian ini
Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin. Namun, Penulis
menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari
kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja . maka, dari itu segala
kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak
demi kesempurnaan karya ilmiah ini untuk masa yang akan datang. akhir kata
semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah SWT.
Penulis memohon ampunan atas semua kesalahan . semoga skripsi ini dapat

berguna, Aamiiiin

Penulis , Pekanbaru, 27 Maret 2024
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peranan hukum didalam harta perkawinan dalam kehidupan keluarga
dimulai sejak perkawinan dinyatatakan sah menurut hukum yang ditetapkan.
Selama pernikahan berjalan tanpa adanya kemelut rumah tangga yang terjadi
dalam ikatan pernikahan. Namun, apabila kemelut rumah tangga maupun
perselisihan yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak suami-istri
yang terjadi dalam rumah tangga sampai pada perceraian. Salah satu yang
terjadi dalam keluarga adalah Perceraian. Perceraian adalah putusnya
hubungan perkawinan yang sudah berjalan, tidak terikat seberapa lama umur
pernikahan namun tergantung pada komitmen masing-masing dari suami atau
istri untuk mempertahankan ikatan pernikahan, dalam perjalanan pernikahan
tentu tidak luput dari berbagai masalah.

Dari Perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum
yang ditimbulkan adalah Pembagian harta bersama hak asuh anak (hadhanah),
nafkah iddah dan mut’ah, masa iddah istri, nafkah istri dan anak !.Harta
bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan

hukum kekayaan terjalin sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak dapat

JeAg uelng jo AJISIIATU) dTWER][S] 3}e)§

i
Lo 2

! Desi Fitrianti, Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang

N@mor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam . Intelektualita:UIN Raden Fatah Palembang. Vol.06. No
04,2017 h. 83
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dipisahkan. Oleh sebab itu, dengan putusnya perkawinan maka harta bersama

yang diperoleh harus dibagi di antara suami dan istri.

Dari adanya persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama
dalam hal hukum keluarga maka Lahir lah Undang-Undang No.1 Tahun 1974
tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang
mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 merupakan salah satu
bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.?
untuk penjelasan Pembagian Harta bersama ini telah diatur dalam UU No 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam :

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang
dan peraturan berikut:

a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1),
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta
benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan
yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta
bersama.

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 ayat 1, disebutkan bahwa ““ janda dan
duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.*Mengenali
pembagian harta bersama atau gono-gini, dalam Kompilasi Hukum Islam

pasal 97 ayat 2 disebutkan bahwa “janda atau duda cerai masing- masing

nery wigey
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2 Wasman, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Perbandingan Figih Munakahat dan

um Positif (Yogyakarta: Teras ) Cet-ke 1,2011 h. 213.

% Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian.

ndung: Alumni, 2005), h. 59
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berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan
lain dalam perjanjian pernikahan™*

Berdasarkan Undang-Undang tersebut membuktikan bahwa untuk
pembagian harta bersama suami-istri pasca terjadinya perceraian sama-sama
memperoleh bagian besar yang sama.untuk penyelesaian harta bersama inilah
dapat dilakukan secara musyawarah kekeluargaan .tetapi, apabila tidak bisa
diselesaikan secara kekeluargaan ,para pihak dapat mengajukan gugatan
harta bersama di Pengadilan Agama setempat.

Disamping itu, akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian adalah hak
asuh anak yang harus dipenuhi oleh kedua orangtuanya. yakni memelihara
anak hingga dewasa dan mampu secara mandiri. hak yang harus dipenuhi
sebelum dan setelah perceriaan sama aja tidak meninggalkan salah satu
kewajiban dalam memelihara anak. Setelah pasca terjadinya untuk mengasuh
anak diberikan kepada yang berhak untuk memangku peran hadhanah ini.
para pihak dapat mengajukan perkara harta bersama ini dalam gugatan
sekaligus. agar proses penyelesaian perkara dapat terselesaikan dalam 1
waktu. Sehingga pihak perkara dapat mengajukan gugatan harta bersama
sekaligus permohonan penetapan anak.

Dalam penyelesaian perkara inilah diperlukan adanya musyawarah dari
kedua belah pihak dalam perkara pembagian harta bersama .Pada umumnya
suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang

berperkara yaitu penggugat dan tergugat. namun, dalam prakteknya adanya

nerny wisey] JrreAg uejng jo A}JISIaATU) dDTUIR]S] 3}81S

4 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Intruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 pasal 97
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salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan tidak diketahui
keberadaanya serta tidak pula menunjuk dan tidak memberikan kuasa apapun
kepada orang lain untuk mewakili dirinya untuk hadir persidangan. Maka,
Pengadilan Agama memutuskan secara Verstek . putusan verstek itu sendiri
adalah : putusan yang diambil dalam apabila tergugat tidak pernah hadir
dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.pada
putusan verstek ini lah apabila tergugat tidak dapat hadir dalam proses
persidangan maka, putusan tersebut di putuskan secara verstek dan tetap
memberi hak kepada tergugat untuk melakukan upaya hukum verzet. apabila
dalam putusan tersebut tergugat tidak merasa puas atas putusan hakim .°
Permasalahan,yang terdapat dalam perkara No.219/Pdt.G/2021/PA.TLK
Perkara Pembagian Harta bersama bagi pihak yang tidak hadir dan tidak
diketahui keberadaanya perlu adanya perlindungan hukum .dikarenakan
subjek hukum yang memerlukan adanya perlindungan bagi haknya.
Seseorang yang dinyatakan tidak hadir dan tidak diketahui keberadaanya
hingga sekarang berdasarkan surat pernyataan Ghaib yang telah diajukan
penggugat dalam proses persidangan, diketahui bahwa pihak tergugat lebih
kurang sejak 2 tahun lalu dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya
dan alamatnya yang pasti diseluruh wilayah indonesia. atas pernyataan inilah
yang menyebabkan pihak tergugat tidak dapat menghadiri sidang pembagian

harta bersama. Disamping itu juga penetapan hadhanah. Karena, kondisi

M JiieAg uelng jo AJISIdATU() dTUWR[S] 3}B)§
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5 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan

hkamah Syariah di Indonesia (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), h.346.
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inilah hakim pengadilan Agama Teluk Kuantan menyegerakan persidangan
dengan putusan Verstek. Namun berdasarkan ketentuan pada Pasal 467 KUH
Perdata yang berbunyi :
“Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa
untuk mewakili urusan-urusannya, dan telah lampau 5 tahun sejak
kepergiannya atau sejak diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa
ia masih hidup, sedangkan dalam 5 tahun itu tak pernah ada tanda-tanda
tentang hidupnya atau matinya, maka orang yang dalam keadaan tak hadir
itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin
Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil
untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku
selama jangka waktu tiga bulan atau lebih dengan 3 kali panggilan.”
Berdasarkan isi dalam pasal tersebut, apabila seseorang yang
meninggalkan tempat kediaamananya selama 5 tahun berturut urut dapat
mengajukan permohonan pihak yang berkepentingan di pengadilan . berbeda
dengan pembagian harta bersama yang pihak tergugat hilang selama kurang
dari 5 tahun, tetapi hakim pengadilan agama Teluk Kuantan segera
memutuskan pembagian harta bersama antara pihak tergugat dan penggugat
dengan hukum acara verstek, yang berdasarkan ketidak hadiran salah satu
pihak yakni pihak tergugat di muka persidangan. berdasarkan surat gugatan

yang diajukan oleh pihak penggugat bahwa tergugat tidak diketahui

&y[ Ji1eAg uejng Jo AJISIZATU) DTWR[S] 333G
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® R. Subekti , Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek. PT.

ai Pustaka ,Jakarta Timur,2014 .h.150
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keberadaanya sehingga tergugat dinyatakan ghaib. suatu putusan verstek
tersebut sudah semsetinya malalui pemanggilan yang resmi dan patut yang
ditujukan kepada juru sita oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan. dalam hal
ini apabila tidak diketahui keberadaanya maka proses pemanggilannya
dilakukan dengan alamat yang sesuai dengan kartu tanda penduduk pihak
yang bersangkutan. dalam proses pemanggilan pihak tergugat telah dilakukan
pemanggilan sesuai ketentuan.

Namun, berdasarkan wawancara Hakim Pengadilan Agama, pemanggilan
pihak tergugat yang mafqud atau hilang melalui media massa yakni radio,
webisite pengadilan Agama Teluk Kuantan dan media massa lainnya. hanya
dilakukan 1 kali yakni pada tanggal 1 juli 2021 sampai dalam proses
persidangan tahap pembacaan gugatan hingga tahap pembuktian dalam satu
waktu yakni pada tanggal 27 juli 2021 sedangkan berdasarkan ketentuan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 139 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Apabila kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat

kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan
gugatan pada papan Pengumuman di Pengadilan Agama dan
mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media
lain yang telah ditetapkan Pengadilan Agama
2. Pengumuman melalui surat kabar atau massa media dilakukan sebanyak 2
kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan

kedua’

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWR]S]

7 Abdurrahman,Kompilasi Hukum Islam ,(Jakarta Akademika Pressindo), 2018, h.146
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Berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa, pemanggilan bagi orang
yang hilang dilakukan melalui media sebanyak 2 kali dan waktu tenggat yang
cukup lama hal ini untuk melihat kejelasan dan status yang dimiliki pihak
tergugat mengenai keberadaanya.

Sebagai seorang Hakim di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
hakim ,dituntut untuk mencari keadilan yang sebaik-baiknya bagi kedua belah
pihak . hal ini diatur pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa seorang hakim dan
hakim konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka hak dan
kewajiban termasuk dalam perkara harta bersama dari itu ketika ada perkara
yang apabila salah satu pihak yakni pihak tergugat tidak hadir dalam proses
persidangan maka seorang hakim tetap melindungi hak dan kewajiban
termasuk perkara harta bersama. terhadap harta bersama tersebut.

Pertimbangan hakim diperlukan dalam menjaga hak-hak yang dimiliki
oleh kedua belah pihak serta terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca
terjadinya perceraian yang berkonsep pada keadilan. Dari permasalahan yang
telah dipaparkan. Maka, Penulis memaparkan dalam Skripsi ini yang berjudul
“Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Verstek
N0.219/Pdt.G/2021/PA.TLK Tentang Pembagian Harta Bersama. Studi

Kasus di Pengadilan Agama Teluk Kuantan *
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Dikarenakan Pembahasan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
begitu Luasnya maka perlu Penulis memberikan Batasan Masalah agar tidak
melebar dan lebih terarah .Maka, Penulisan Pembahasan ini difokuskan pada
Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam  putusan  Verstek  No.
219/Pdt.G/2021/PA.TLK Tentang Pembagian Harta Bersama serta pandangan
hukum islam tentang pembagian harta bersama yang telah diputus secara
verstek.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek
No0.219/Pdt.G/2021/PA.TLK tentang Pembagian Harta Bersama ?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim
dalam Putusan Verstek N0.219/Pdt.G/2021/ PA.TIk Tentang Pembagian

Harta Bersama ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk Mengetahui Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan
Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Verstek
No0.219/Pdt.G/PA.TLK.

b. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan
Hakim dalam Penetapan hadhanah dalam Putusan  Verstek
No0.219/Pdt.G/PA.TLK

. Kegunaan Penelitian
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KAJIAN PUSTAKA

1. Kerangka Teoritis
A. Tinjauan Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama
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Secara Bahasa, harta bersama terdiri dari dua kata harta dan bersama.
Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “ Harta dapat berarti
barang-barang (uang dan sebagainya)yang menjadi kekayaan yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya memiliki nilai.
Adapun menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35-37
dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama Perkawinan
menjadi Harta bersama. masing-masing suami Isteri terhadap harta yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah
pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentu kan
lain.®

Tentang harta bersama ini , suami atau Istri dapat bertindak untuk
berbuat sesuatu atas harta bersama itu sesuai dengan persetujuan kedua
belah pihak. Harta Bersama berarti harta yang diperoleh selama
perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri®. Harta bersama

misalnya gaji masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka dari

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

N
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8 Op.Cit, h. 214.
% Evi DJuniarti, Hukum Harta bersama diTinjau dari Perspektif Undang-undang-
kawinan dan KUH Perdata , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 17, No 4,2017 h.

10
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usaha-usaha tertentu, atau bisa juga deviden dalam bentuk saham yang
ditanami di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama
tersebut penggunanya harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak.
Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa
perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris. Seperti halnya harta
bawaan, masing-masing suami dan istri juga memiliki kekuasaan pribadi
atas harta perolehan tersebut. Masing-masing suami dan istri memiliki hak
sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dari hadiah, warisan,
maupun hibah. Pengecualian keadaan ini dapat diadakan oleh suami istri
dengan persetujuan masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta
bersama ini, antara lain terdapat pada pasal : Pasal 85 yang menyatakan harta
bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta
milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh
olehnya.

Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah

penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam

perjanjian kawinnya.
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Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk

melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah

dio y

sodakah atau lainnya.

o

nery exsns Nin 3w ey

Pasal 89 Menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama,
harta istri maupun maupun hartanya sendiri

Pasal 90 Menyatakan bahwa istri bertanggung jawab menjaga harta bersama ,
maupun harta suami yang ada padanya.

Jadi, suami-istri sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama dalam
menjaga dan merawat harta bersama dalam pernikahan, suami-istri memiliki hak
yang sama terhadap harta bersama tersebut tanpa ada keterlibatan pihak lain dalam
urusan harta bersama. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayan antara lain dalam pasal:

a. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang

perkawinan menjadi harta bersama.

(@)

Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau
istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan adalah di bawah penguasan masingmasing sepanjang para pihak tidak

menentukan lain°.

JISIdATU) dDTWR[S] 3)e)g

o

Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak

atas persetujuan kedua belah pihak.

Ag uejng jo £

1 M. Anwar Rachman, Hukum Perkawinan Indonesia, Prenadamedia Group,

Jakarta. 2020,h. 29
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g’. dg Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka
& =

% g harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. **Dengan melihat
g g kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang
g 7:: Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa kedua
E’f g aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini.

S

@

Z‘éMacam-macam Harta Bersama
% Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta
1]
—persama itu antara lain :

gé. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud
atau tidak berwujud.
b. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak

dan surat-surat berharga lainnya.

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g
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c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak
atas persetujuan pihak lain.Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam
berbunyi “Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak

diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung
jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan
tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan
pengadilan, adapun Pembagian harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok

yaitu :

Ag uej[ng jo A}ISIdATU) DTWR][S] 3}L}§

11 Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
5, h. 200.
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Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3

golongan yaitu :

Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah
harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.

Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari
usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-
masing.

Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri
maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk :
Pembiayan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.

Harta kekayaan yang lain.

3) Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta

o jab)

1 >1wreysy Sje3s

nery wisey JireAg uejng jo A}JIsIaAru

itu akan berupa :

Harta milik bersama.

Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.

Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas adalah milik oleh
bersangkutan.mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan
inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian,
kematian ataupun putusan pengadilan.pentingnya ditetapkan harta bersama
dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya,
penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung,

pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.
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Harta bersama telah diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri
menguasai harta secara-bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas
harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka
menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara

suami dan istri®2.

NIn Mtw eydioy

w
ex)sng

YTerbentuknya Harta Bersama

Adapun Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

gelah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta

Cbersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal
terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan
atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri
berlangsung. barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa
warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang

9p]
%menerimanya. Menurut Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa

—

“harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu

B

erdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan

un rux

Zmenj di barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda
(1°]

[ ]
gersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang
e

Sdibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi atau
wn

%arta bawaan sebelum adanya pernikahan. Hal ini terjadi suami istri memiliki

e

=
uharta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang

M Jrred

12 Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis

Yurispudensi dengan Pendekatan Ushuliyah , (Jakarta: Kencana ) , Cet-ke 3,2010 h. 48.

Ise

nery w



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

16

©

ﬁipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa
-

Pperkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak dan sama
@)

—

Oata .13
3

4—Pembagian Harta Bersama
N

c  Dalam Islam tidak mengenal adanya harta bersama maupun harta gono gini,

Z
¢hamun konsep percampuran kekayaan harta bersama dianalogikan menjadi
(=

%yirkah .konsep harta bersama ialah : harta kekayaan yang dihasilakn bersama
4]

gbleh pasangan suami-istri selama mereka terikat pada tali perkawinana. Atau
“makna lain bahwa harta bersama ialah harta yang dihasilkan oleh perkongsian
(syirkah) antara suami-istri .
Adapun menurut para Ulama Figih berbeda pendapat tentang pembagian
macam-macam syirkah dalam pembahasan perkongsian (syirkah) yang

diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan . menurut para Fugaha Mesir

membagi syirkah menjadi empat macam: Syirkah Inan, Syirkah Abdan, Syirkah

1S

c
—h
%
Q
o
Q
=
o
QD
>
w
<
=
>~
QD
>
=
N
c
>
N
'S

. Syirkah Inan, yaitu syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan
usaha untuk mendapatkan keuntungan . sedangkan perolehan masing-masing
pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hadiah, atau lainnya,

tidak menjadi syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing.

¥ M Natsir Asnawi, Hukum Harta Bersama, Prenadamedia Group(Jakarta,
2020).h. 35

" Kholil Nawawi, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-
undangan di Indonesia, Jurnal llmu Syariah,FAI Universitas Ibn Khaildun (UIKA
) Bogor Vol.1 No 1201

nery wisey juredg yejng Jo AJIsI3ATU[) dTUWIRIS] 3



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

NELY BYSNS NIN dY!w e1dio deH @

17

. Syirkah Abdan, yaitu Syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan
pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu berupa jasa atau pekerjaan

yang sama maupun jasa tau pkerjaan yang berbeda.

. Syirkah Mufawwadabh,ialah : Syirkah yang tidak terbatas dalam penggabunga

harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan
masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah,
hibah dan lain-lain.

. Syirkah Wujuh, adalah Syirkah antara dua orang atau lebih dengan hanya
bermodalkan kepercayaan.

Dalam Penerapan Syirkah pada Harta Bersama suami-isttri ketika
terjadi perceraian tidak ada pembagian masing-masing secara pasti misalnya :
Istri 50% dan duami 50%, namun pembagiaannya diserahkan pada
mussyawarah dan atas dasar saling ridha. inilah yang disebut dengan as-
Shulhu(Perdamaian) antara suami dan istri.*

Dari berbagai macam Syirkah tersebut dilihat dari praktek pembagian
harta gono-gini (harta bersama ) termasuk penerapan syirkah abdan karena
pada relitanya sebagian besar suami-istri sama-sama memenuhi kebutuhan
rumah tangga untuk nafkah hidup keluarga atau jika memang seorang suami
sendiri saja yang bekerja untuk menafkahi keluarga sedangkan istri memliki
peran besar sebagai ibu rumah tangga yang memilik peran untuk mengurusi
rumah tangga,memelihara dan mendidik anak, bahkan berbelanja memenubhi

kebutuhan harian rumah tangga. Peran antara suami-istri begitu besar dalam

neny wisey JjrreAg uejng jo A}JISIaATU() dDTUIR]S] 3)81S

5 Op, Cith. 35



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

18

pernikahan dan kerjasama antara suami dan istri secara tidak langsung
mempengaruhi juga pada jumlah harta yang dihasilkan maupun diperoleh.

Namun , para ulama tidak dapat memastikan bagian tentang pembagian

lw ejdio yeH 6

—harta (benda) syirkah antara dua orang yang saling berserikat ketika perserikatan

b

Situ bubar. Akan tetapi, para ulama menyepakati bahwa pembagian harta
Z

gélisesuaikan dengan konsep perdamaiaan (as-shulhu) yaitu pembagian harta
w
apersama bergantung pada konsep musyawarah dan kesepakatan antara suami-

Py
ofstri, bisa jadi suami mendapatkan bagian 50% dan istri 50% atau bagian suami

(=
30% dan istri 70 % atau pun sebaliknya . semuanya dibenarkan oleh

syara’.pembagiaan harta bersama berdasarkan perdamaian dan kerelaan masing-
masing kedua belah pihak. 6
Adapun Menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 37 mengatakan “apabila perkawinan putus kerena perceraian
parta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing,” yang dimaksud

-

f+¥]
dengan Hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah

wn

gHukum Agama, Hukum Adat dan Hukum-Hukum lainnya,”.

E Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan
)

béfapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai
[ ]

wn

hg;iup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang
o

p&mbagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing
=

&

=

9p]

=

E-Z 1 Kholil ,Nawawi, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-

umdangan di Indonesia. Jurnal Ilmu Syariah , FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA)
BOGOR Vol. 1 No. 1(2013) h. 6-10
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©
@ndapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian
I%Nin.Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :*/
15;Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan
;ﬁlang hidup lebih lama.
EPembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya

Z
ghilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau

%matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Sedangkan
gMenurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang
Ccerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.Dari kedua pasal di atas, dapat
disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau

seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau

dengan bantuan pengadilan.

B. dinjauan Umum Tentang Ghaib/Mafqud

-

%. Pengertian Mafqud
E."':Mafqud (orang Hilang) adalah seseorang yang pergi dan terputus kabar
po¥]

bgritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih

c
h@up atau sudah meninggal, sedangkan hakim menetapkan kematiaanya.

1’}
1£?_3_<edudukan hukum orang hilang dalam pandangan hukum dianggap hidup dalam
<
hgi menyangkut hak-haknya atau dipandang mati dalam hal menyangkut hak orang

wn
Ifin hingga diketahui keberadaanya dengan jelas, mati atau hidupnya atau

eAlg ue

» 17" Abdurrahman,Kompilasi Hukum Islam ,(Jakarta Akademika Pressindo),
2048, h. 136

7% Moh. Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di
I@ionesia, (Penerbit Sinar Grafika ,Jakarta )2011, h.152
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©

b&dasarkan keputusan hakim tentang mati atau hidupnya akibat dari ketentuan
-

térsebut adalah:
o

§ Harta bendanya tidak boleh diwaris pada saat hilangnya, sebab mungkin dalam
=

suatu waktu dapat diketahui ia masih hidup.
>

b: Tidak berhak waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang meninggal

N

gunia setelah mafqud meninggal kan tempat.

Menurut ketentuan ushul figh, harta orang mafqud yang belum ada

Y Bysn

kgpastian meninggalnya, masih tetap belum dapat diwariskan , karena orang itu
bge:rdasarkan istishab, masih tetap dianggap seperti awalnya yaitu masih hidup,
sehingga hartanya juga masih tetap menjadi pemiliknya. Dalam keadaan pertama ,
mafqud sebagai orang yang mewariskan , hartanya tetap menjadi miliknya tidak
dibagikan diantara ahli warisnya sampai nyata kematiaanya. Apabila ia masih hidup

maka dia berhak mengambil hartanya. *°

Apabila ternyata dia sudah mati atau hakim menetapkan kematiaannya,

9p]
Y
hartanya diwariskan oleh orang yang menjadi ahli waris pada waktu hakim
@
m;'@netapkan kematiaanya 2°. adapun kondisi kedua, yakni apabila mafqud sebagai

pglwaris dari orang lain. Bagiaanya dari harta peninggalan orang yang mewariskan

u

itg'ditahan, samapai jelas persoalannya . apabila ia muncul dalam keadaan hidup

-

d% berhak mengambilnya. Jika ditetapkan kematiaanya, bagiaanya itu

(=]
dmembalikan kepada ahli waris yang berhak disaat kematian orang yang

1pAg uejn

=% Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis komparatif pemikiran
Majtahid dan Kompilasi Hukum Islam ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada ,2012),h. 195
@2 Op,Cit, h.. 153

IS
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©

rrigwariskan. jika dia muncul dalam keadaan hidup ssudah ditetapkan kematiaanya
-

dia mengambil sisa dari bagiaanya yang berada ditangan ahli waris.
@)

Penyelesaian Perkara Mafqud merupakan salah satu wewenang dari Pengadilan
=

Agama hal ini tleah diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

=

ufttuk mengetahui status mafqud , maka perkara ini diserahkan kepada hakim
Z

Pghgadilan Agama untuk memberikan penetapan dengan memperhatikan
k%nashlahatan baik untuk mafqud maupun ahli waris yang lain. Dalam
pfg%etapannya seorang hakim harus menggunakan alasan dasar hukum yang jelas.
Sihingga nantinya dapat memberikan implikasi secara jelas atas hilangnya atau
mafqud tersebut.
. Ketentuan Keadaan Mafqud
Para Ulama berbeda pendapat mengenai perihal tenggang waktu menghukum
/menetapkan kematian bagi orang yang dinyatakan mafqud mereka terbagi kedalam

bebgrapa mazhab:

f+¥]
a. #mam Malik dalam salahsatu pendapatnya menetapkan waktu yang diperbolehkan

1S

[Rifcy

agi hakim memeberi vonis kenatian orang yang dinyatakan mafqud ialah 4 tahun.

b. Imam Syafii, Imam Hanafi, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan

n§3 !

o TUu

erpendapat bahwa si mafqud boleh diputuskan kematiaanya oleh hakim bila

gSI

dang tiada ada sebayanya yang masih hidup secara pasti hal tersebut tidak dapat

go A

tentukan . oleh Sebab itu , belaiu meneyrahkan kepada Ijtihad hakim. Hakim
pat memberi vonis kematian si mafqud menurut ijtihad-nya demi suatu

mashlahatan

Nery wisey| ;pe‘gg ugyng
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Imam Ahmad berpendapat bahwa di dalam menetapkan suatu hukum bagi si
mafqud , hakim harus melihat situasi hilangnya si mafqud tersebut. Menurut
beliau situasi hilangnya si Mafqud itu dapat dibedakan atas :

1). Situasi kepergiaanya atas hilangnya itu memungkinkan membawa
malapetaka, misalnya dalam situasi naik kapal tenggelam yang kapalnya
pecah dan sebagian penumpangnya telah tenggelam, maka setelah
diadakan peneyelidikan oleh hakim secermat-cermatnya , hakim dapat

menetapkan kematiaanya setelah empat tahun lamanya

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

2). Situasi kepergiaanya itu menurut Hukum kebiasaan tidak sampai membawa
malapetaka, misalna pergi untuk menuntut ilmu iabadah haji, tetapi tidak
kembalai dan tidak diketahui kabar dan dimana domisilinya , maka hal
tersebut diserhkan kepada hakim untuk menetapkan status hukum bagi
orang yang mafqud menurut ijtihad-nya. 2

. Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek

Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat. Adapun

ST 31818y

3

enurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan hal tersebut bahwa tidak

il

ada keharusan bagi tergugat untuk datang ke Proses persidangan.??Dengan

n?2

‘demikian hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran tergugat di

ISI9ATU

persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum

1

enyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk

:;51115 %0 A

embela kepentingannya 2* .Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh

21 Sayid Sabiqg, Fighus Sunnah ( Beirut : Darul Fikri,1983), h.425
22 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta; Liberty, 2002), h.101
28 1bid. h.79
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©

Q:',:tergugat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Tergugat dengan itikad
-

©buruk dapat tidak memenuhi panggilan oleh pihak pengadilan untuk setiap kali
@)

—

;dipanggil untuk menghadiri sidang dengan tujuan untuk menghambat
;—r'pemeriksaan dan penyelesaian proses perkara. Dengan mempertimbangan akibat
gburuk yang dapat ditimbulkan itulah maka disediakan proses acara pemeriksaan
g’dengan cara verstek. Melalui cara ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan
%merupakan syarat mutlak sahnya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.
o Proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dapat tetap berjalan
Csecara sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak
yang tidak hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan
ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut dan mengabulkan gugatan pihak lawan
yakni Pihak Penggugat. Penerapan putusan verstek dinilai efektif untuk
menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat,
~dan biaya ringan

loPengertian Verstek

1T 23

Pada sidang pertama,kadang ada salah satu pihak yang tidak hadir dan juga

Jruae

tidak menyuruh wakilnya maupun kuasanya untuk hadir di Proses Persidangan,

un

:padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin
(1°]

i.Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidahadiran salah satu pihak tersebut
e

Smenimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda
wn

f—:atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.?*Pihak Penggugat

e

=
wyang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk

24 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 442
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©

gmengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya

-
© perkara yang baru.

Namun jika pada sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir

Iw eyd

dtaupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan,
=

&dangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan
Z

C%rstek. Putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun
% menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau
?rgugat tidak hadir pada hari sidang pertama.?

- Berdasarkan Pasal 126 HIR, di dalam hal kejadian tersebut di atas
Pengadilan sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan atau
verstek), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Ini bisa
saja terjadi jika misalnya Hakim memandang perkaranya terlalu penting buat

diputus begitu saja di luar persidangan baik digugurkan maupun verstek.

Ketentuan dari Pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat,

}

f+¥]
@palagi jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh?®.

weysy

Mengenai pengertian verstek, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara

!

dEpengadiIan, dan proses hukum acara verstek tidak terlepas dari penjatuhan

u

pgfusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim
[ ]
n%njatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Persoalan verstek telah diatur
o
r@nurut ketentuan pada Pasal 124 HIR (Pasal 148 Rbg) dan Pasal 125 HIR (Pasal

=
1'5_9 Rbg). 1. Pasal 124 HIR.?’ Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat
=

% Ibid, h. 33
% M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 26-27.
27 Op. Cit hal 442
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©
tiﬁak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya,
-

padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia
@)

d??hrukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan
=

sekali lagi, setelah ia membayar terlebih dahulu biaya tersebut. Berdasarkan pasal
-~

1% HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir
Z

pEhggugat dengan syarat®® :

% Apabila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa
agsan yang sah. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus
pge:rkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat
diktum :

1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,

2) Menghukum penggugat membayar biaya perkara,

3) Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan

(verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup

9p]

,@:

@ upaya hukum.

@

g Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali
@gatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara. Menurut Pasal
)

1:«2'5 ayat (1) HIR?.Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir
[ ]

%n pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia
(=]

tetah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir
=

@erstek Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas,
=

9p]

o)

=

= 2 bid, hal 442

~ 23 Aah Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama, (Depok: Rajawali Press) Cet-

x
19e

2. hal. 47
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©

IiEpada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya
-

tergugat, dengan syarat® :
o

—

a®Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan
=
—tanpa alasan yang sah (default without reason)
=

bSDalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :

Z
gl) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau

§) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai
Q-);?:iasar hukum, Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-
Cperistiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan
akan dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard). Jika gugatan itu
tidak beralasan hukum, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang
membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini

bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara yang dajukan oleh pihak

henggugat, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan

e}

@mengenai pokok perkara.

Jadi,putusan verstek tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat.

Tureysy

Epada hakikatnya lembaga verstek itu untuk merealisisasikan asas audi et alteram

u

ébartem, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga seharusnya
ésecara ex officio hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam praktek sering

o
’Jgugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan

n

=febih dahulu. Menurut Gemala Dewi bahwa putusan verstek hanya menilai secara

e

 Op.Cit .hal 382
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©

gformil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat®..
-

“hamun, dalam putusan verstek tidak selalu mengalahkan Tergugat, mungkin juga
@)

;’mengalahkan Penggugat
=

2. fujuan Verstek
-~

C  Tujuan utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong

=z
¢para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan
=

w - o g .
=penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.

Berdasarkan ketentuan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara,

neiy e

mesti dihadiri para oleh para pihak, ketentuan tersebut tentunya dapat
dimanfaatkan oleh pihak tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan
penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak
menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian
perkara.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan
roses pemeriksaan digantungan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-

ndang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan verstek.

QJ[UE’&SI %P-'IS

emeriksaan dan penyelesaian perkara tidak harus digantungkan atas kehadiran

rgugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah

A0

unreasonable default), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir

10 A31819

verstek). Meskipun penerapan verstek tidak imperatif, namun pelembagaannya
alam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara serta

enerapan hukum acara yang mementingkan akses biaya ringan,cepat dan

JrreAg ueyIng

7 ' Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2808), him. 152

nery w
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©
gnudah. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan

=

“yang sah, hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan verstek. atau, apabila
@)

—

Spada sidang pertama tidak hadir, kemudian sidang dimundurkan dan tergugat
=

—dipanggil menghadiri sidang berikutnya.
=

= Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan verstek, apabila

Z

‘Cfﬁergugat tidak hadir karena tanpa alasan yang sah. Penerapan hukum acara
w
averstek, ini dinilai merugikan kepentingan tergugat, karena ketidak hadiran dan

A | " . :
ofanpa pembelaan, putusan telah dijatuhkan. akan tetapi,kerugian itu wajar
(=

didapatkan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak

menaati tata tertib beracara®.

3. Syarat-Syarat Hukum Acara Verstek

Syarat penerapan hukum acara verstek terhadap penggugat dijatuhkan pada
pengguguran gugatan yang diajukan penggugat Sedangkan,ketidakhadiran
tergugat dalam proses acara di pengadilan menyebabkan putusan secara verstek.

33

Adapun menurut M.Yahya Harahap *° ,sebagaimana telah diuraikan

belumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada

wegs| 31e1§

&

rgugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Bertitik
lak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut :
1.Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut

2.Tidak hadir tanpa alasan yang sah

32 M. Yahya Haharap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.444.

% 1bid, h. 445.
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3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi Pasal 125 ayat (1) HIR
menetukan, bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan
diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

a.Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang
telah ditentukan.

b.la atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk
menghadap .

c.la atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut

d.Petitum tidak melawan hak

e.Petitum beralasan Syarat-syarat tersebut di atas harus satu per satu diperiksa
dengan saksama, baru apabila benar-benar persyaratan tersebut telah
terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan.

Hal ini dijelaskan lagi didalam UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA

N@mor 9 Tahun 1946. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi

-

0
sy@rat-syarat, yaitu :3

JraeAg uelng jo AJISIdATU() DTUWIB]S]

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain
serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan
yang sah

3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan

4. Penggugat hadir di persidangan, dan

P

nery wigeyy

% Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia,(Malang;UIN-Malang

ss,2008), h. 275
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5. Penggugat mohon keputusan

Berdasarkan syarat-syarat Hukum

Penerapan Acara Verstek

Pada satu sisi, undang-undang mendudukkan kehadiran tergugat pada proses
persidangan sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif atau
perintah. Hukum menyerahkan sepenuhnya, apakah tergugat mempergunakan
hak itu untuk membela kepentingannya . namun disisi lain, undang-undang
tidak memaksakan penerapan acara verstek secara imperatif. 3Hakim tidak
harus menjatuhkan putusan Verstek terhadap tergugat yang tidak hadir
memenuhi panggilan. Penerapan Acara ini bersifat fakulatif. kepada hakim
yang memutuskan perkara diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak
dalam praktek beracara.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai Acuan. Tujuaanya
adalah memberikan kelonggaran bagi para pihak dan supaya hakim tidak
tergesa-gesa dalam memberikan putusan dikarenakan kemungkinan para
pihak yang tidak hadir dalam proses persidangan karena ada halangan tertentu.
Misalnya, salah satu pihak tersebut tidak mengetahui adanya panggilan
tersebut.

1. Ketidakhadiran Tergugat pada Proses Sidang Pertama,langsung

memberikan wewenang kepada Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek .

JileAg ue}ng jo AJISIdATU) DTUIR]S] d3}e1§

nery wises

3 Dwi Dasa Suryantoro, Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek Dan Upaya Hukumnya
am Perkara Cerai Di Pengadilan Agama ,( Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law)
I. 1. No1,2023, h,18
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Seperti yang telah dijelaskan, apabila pihak tergugat telah dipanggil secara
patut dan tidak datang menghadiri dalam proses persidangan pada sidang
pertama tanpa dilandasi alasan yang sah . maka hakim, langsung menerapkan
acara Verstek ,dengan Putusan verstek. Tindakan ini dapat dilakukan
berdasarkan berdasarkan ex officio, meskipun tidak ada permintaan dari pihak
penggugat.

Namun, berdasarkan pertimbangan audi altream partem, jika pihak
tergugat tidak dapat hadir dalam persidangan pertama maka, kurang layak
untuk menghukumnya dengan keputusan verstek . oleh karena itulah , Hakim
mempertimbangkan hak yang dimiliki oleh tergugat dengan menerapkan acara
verstek. dan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk hadir ke
sidang berikutnya dengan jalan mengundurkan pemeriksaan.

2. Mengundurkan Sidang dan memanggil Tergugat Sekali lagi

Apabila hakim tidak langsung menerapkan acara verstek pada sidang
pertama:3®
a. Hakim memerintahkan pengunduran sidang
b. Berbarengan itu memerintahkan juru sita untuk memanggil pihak
tergugat untuk datang ke dua kali , supaya dapat menghadiri persidangan
pada tanggal yang ditentukan.

Sistem tersebut telah diatur dalam pasal 126 HIR dijelaskan, apabila
tergugat tidak datang menhahadiri panggilan sidang pertma, maka, hakim

tidak mesti langsung menerapkan acara verstek, tetapi ia dapat

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() DTWIR]S] 3}e1S

% |bid, h. 445-446
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memerintahkan kembali, supaya pihak yang tidak hadir (tergugat ) dipanggil
untuk kedua kalinya ,agar menghadap ke persidangan yang akan datang.
Sedangkan pihak yang telah datang ke sidang pertama. Tidak perlu dipanggil
untuk kedua kalinya, cukup diberitahukan untuk datang kembali pada

persidangan pertama mengenai pengunduran sidang yang dimaksud.*’

. Batas Toleransi Pengunduran

DiTinjau dari Pasal 126 HIR tidak mengatur adanya batas Toleransi
atau batas kebolehan Pengunduran sidang apabila tergugat tidak menaati
penggilan. Pada pasal ini itu hanya meminta Pengadilan atau hakim dapat
memerintahkan pengunduran, namun tidak menentukan batasan berapa kali
pengunduran sidang dilakukan.

Namun, jika pengunduran tanpa adanya batasan yang tidak ditentukan akan
tetapi penerapanya dianggap :

Bercorak anarkis dan sewenang-wenang terhadap penggugat, bahkan
penerapan seperti itu, bertentangan dengan asas impersilistis dan perlakuan
yang sama (equal treatment). Tindakan pengunduran sidang ini hingga
beberapa kali, apalagi tanpa batas terhadap ketidakhadiran tergugat,
sehingga tindakan tersebut diartikan sebagai perlakuan keberpihakan kepada
tergugat pada satu sisi, dan mengabaikan kepentingan penggugat pada sisi

lainse,

nery wisey JrreAg uejng jo A}JISIaATU() dDTUIR]S] 3)©1S

37 1bid, h. 450
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‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
I

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

33

Dari Uraian diatas , perlu ditegaskan kembali batasan yang bersifat toleran
berdasarkan kelayakan yang beradab dan dinilai manusiawi, dan melindungi
kepentingan kedua belah pihak yang berperkara . berdasarkan pertimbangan
tersebut, batas toleransi pengunduran yang dapat dibenarkan hukum dan
moral:

a. Minimal dua kali

b. Maksimal tiga kali

Apabila batas toleransi pengunduran sidang maksimal sebanyak 3

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

kali,tetapi pihak tergugat tidak datang menghadiri proses persidangan tanpa
disertai alasan yang sah, makanya hakim wajib untuk segera menjatuhkan
putusan Verstek.

2. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh: Husain Ulin Ni’am pada

tahun 2019 dengan Judul “Analisis Pembagian Harta Bersama dengan

9 p]

%pemenuhan hak Perempuan dan Anak akibat Perceraian di Pengadilan Agama
@

= Kudus

2.

E Hasil Penelitianya berfokus pada akibat pembagian harta bersama dalam
=]

Zpemenuhan haka anak dan perempuan pasca terjadinya perceraian. Didalam
(1°]

[ ]

w

=penelitian yang dilakukan Husin Ulin Ni’am memiliki Persamaan dengan
e
Spenelitian : membahas harta bersama sebagai akibat perceraiaan dan pemenuhan
wn

=
~hak bagi Perempuan dan anak *°

e

% Husain Ulin Niam, Analisis Pembagian Harta Bersama dengan Pemenuhan Hak
mpuan dan Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kudus, Skripsi IAIN Kediri
tahun 2019

=
wn

-«
%]
H-
-

Pé&te
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©
g Sedangkan letak Perbedaannya dengan penelitian penulis : penelitian yang
-

gdilakukan oleh Husainn Ulin Ni’am yang berfokus pada pembagian harta
gbersama yang berdampak pada pemenuhan hak Perempuan anak yang
::pemenuhan tersebut berupa nafkah bagi istri yang diceraikan dan anak yang harus
;dipenuhi haknya dan proses persidangan yang dihadari oleh kedua belah pihak
‘ébada saat pembagian harta bersama sehingga. hak-hak dari kedua belah pihak
%apat terjaga dengan mempertimbangkan konsep keadilan baik itu hak suami
gnaupun hak istri ,terutama terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak
Cdidalam pembagian harta bersama. Seringkali menjadi pihak bahkan persoalan

tanggung jawab nafkah anak. Oleh karena itulah, Hakim mempertimbang kan

betul konsep keadilan bagi para pihak serta menentukan pertanggung jawaban

hutang bersama. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis pembagian

harta bersama yang suaminya hilang tidak diketahui keberadaanya Sehingga

hakim mememutuskan pembagian harta bersama secara verstek hal ini bertujuaan

}

f+¥]
@agar hak-hak dari istri dan anak dapat terpenuhi terutama adhanah anak yang

EIST

arus terpenuhi. Sehingga penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim

JTUI

C(;jalam memutuskan perkara harta bersama bagi salah satu pihak yang tidak hadir

=
Eyang tetap berkonsep pada rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

w

E.-‘Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh : Chairunnisa pada tahun

o
32022 dengan Judul : “Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama
=
;?Setelah Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar

u

ZL(Putusan No. 893/Pdt.g/2020/PA.Mks)”

nery wisey jue
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Hasil Penelitiaanya dapat disimpulkan: Pelaksanaan Pembagian harta

ABH @

&)

bersama setelah Perceraiaan telah dilakukan pembagian harta yang mereka

1d

miliki antara penggugat dan tergugat , masing-masing pihak mendapatkan

lw e

—separuh1/2 secara merata. Pembagian ini dilakukan berdasarkan hukum yang

n

Eada dan juga tidak bertentangan dengan hukum islam.Pembagian Harta bersama

‘gtelah dilakukan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam Proses

%persidangan . Sehingga, menjadi bahan pertimbangan hakim dalam membuat

gkeputusan dalam perkara pembagian harta setelah bercerai. 4°

CPeneIitian yang dilakukan oleh Chairunnisa memiliki Persamaan dengan
penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang harta bersama yang
diakibatkan karena perceraian dan pembagian harta bersama yang
pembagiannya merata sesuai dengan aturan hukum yakni ¥z secara merata.

Sedangkan Perbedaan penelitian ini teletak pada kehadiran kedua belah pihak

yang Dimana penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa . pembagian harta

e}

@ bersama dihadiri oleh kedua belah pihak dan berfokus pada pembagian harta

IS1

= persama namun tidak berfokus pada dampaknya yakni hadhanah anak. Berbeda

il

g}

.dengan penelitian yang sekarang yang berfokus pada pertimbangan hakim

un

E'pembagian harta bersama yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang Dimana
E.-‘pembagian harta bersama mesti dihadiri oleh kedua belah pihak agar hak-hak

o
"'m"tetap terpenuhi dan pembagian harta bersama tersebut tetap berkonsep sesuai
=

—t

~~dengan hukum yakni secara merata yakni %2 di bagi rata selain itu dampak yang

e

IedAg u

0 Chairunnisa , “Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian
bédasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar (Putusan No. 893/Pdt.g/2020/PA.Mks)”
Skripsi Universitas Bosowa.2022
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©

gditimbulkan harta bersama sebagai akibat perceraian yakni hadhanah anak yang
-

©harus dipenuhi.
o

4% Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Putra Perdana Ali Ridlo yang
=

—berjudul “Perlindungan Hukum Hakim Atas Harta Bersama yang diputus

=

Ssecara Verstek (Studi Perbandingan Hukum Hakim Pengadilan Agama

N

(C”Kabupaten Kediri ) “ pada tahun 2023

Hasil Penelitiaanya dapat disimpulakan bahwa pertimbangan hukum hakim

M BysS

—atas pembagian harta bersama yang telah diputus verstek, perkara harta bersama

ne

ini telah berkekuatan hukum tetap , apabila tidak terjadi perlawanan hukum
verzet dan dari hasil pemeriksaan perkara ini samai pernyataan pihak dinyatakan
ghaib sesuai dengan ketentuan yang berlaku , maka berdasarkan kondisi inilah
hakim berhak memeberikan perlindungan hukum yakni berupa harta bersama
yang bagian bagi orang yang hilang. upaya perlindungan hukumnya atas perkara

harta bersama dilakukan eksekusi harta bersama yakni harta tersebut dibagi rata.

ajelg

@ Konsep pengadilan agama dalam memberikan perlindungan hukum hakim di

pengadilan agama Kediri lebih menerapkan teori keadilan, keadilan dalam

weysy

putusan sebuah perkara adalah tujuan utama dari proses pesidangan yang

11

dilakukan. Pengadilan agama dalam melindungi harta bersama bagi orang yang

JATU

hilang tidak dikaitkan dengan lembaga balai peninggalan harta dan perkara harta

KIS

ersama dikaitkan dengan waris*!.

PAG uejng jo

4 Putra Perdana Ali Ridlo, “Perlindungan Hukum Hakim Atas Harta Bersama
g diputus secara Verstek (Studi Perbandingan Hukum Hakim Pengadilan Agama
bupaten Kediri ) “, Skripsi IAIN Kediri Tahun 2023

186® i1
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Persamaan penelitian penulis dengan sebelumnya adalah: sama-sama

19 )3BH @

membahas Perlindungan bagi pihak yang dinyatakan hilang dalam perkara harta

eyd

bersama yang telah diputuskan verstek.

Perbedaan penelitian penulis dengan sebelumnya : Penelitian yang

n X

—dilakukan oleh Putra Perdana lebih memfokuskan dengan Perlindungan Harta
Z

g’yang ditinggal oleh Pihak yang dinyatakan hilang/ mafqud dikaitkan dengan
w
> Balai harta Peninggalan untuk melindungi bagian harta bersama. Sedangkan

Py
o fokus kajian penelitian penulis lebih memfokuskan pembagian harta bersama

c

yang telah diputuskan verstek bagi pihak tergugat yang hilang dan tidak tau
keberadaanya. untuk menyegerakan pembagian harta bersama. dan masa hilang
pihak tergugat kurang dari 5 tahun maka hakim memandang perkara pembagian
harta ini segera diputus hal ini demi menjaga kemashlahatan bagi pihak yakni
penggugat dan ketiga anak yang ditinggalkan untuk itulah hakim membagi harta

bersama dengan cara yang seimbang dan adil.

5
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T

5 BAB IlI

-~

o

= METODE PENELITIAN

o

3 Metode Penulisan yang ditempuh oleh Penulis dalam menyelesaikan skripsi
adalah dengan menggunakan metode penulisan , sebagai berikut:

=

Jenis Penelitian

m -y . - - - - -, . - - -

= Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan
-~

fhengumpulkan data dan menganalisis data yang berdasarkan pada kasus atau

d

%kta yang diperoleh dari situasi yang terjadi. Penelitian ini bertujuaan untuk
mendekripsikan suatu objek atau fenomena secara apa adanya.*?

Didalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan.dengan pendekatan
tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagi aspek mengenai isu
yang sedang dicoba dicari jawabnya . adapun jenis pendekatan didalam penelitian
ini yaitu pendekatan kasus (case approach) . pendekatan kasus ini dilakukan
;H;.-‘Engan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terjadi terbukti

Berdasarkan fakta hukum yang menjadi putusan pengadilan yang telah

e[S

Berkekuatan hukum tetap . pendekatan kasus yang disebut dengan istilah ratio

Bl

IeAg ue}Ing jo A}ISIaAIU

= *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif , Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta,
2021), Cet Ke-3, h.17

43 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta :PT. Bumi Aksara
,@08), h 133-164
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Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian

e1di10 &Y 6

agar memperoleh data yang diinginkan.**Adapun yang menjadi lokasi penelitian

Iwl

ini adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan, tepatnya di JI. Proklamasi Nomor

nA

18, Kel.Sungai  Jering,Kec.Kuantan =~ Tengah,Kabupaten Kuantan

o, NI

ingingi,Provinsi Riau.

~Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian yang akan penulis teliti adalah Hakim yang

menangani perkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Sedangkan objek

nery efsn

penelitian yang akan penulis teliti adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Teluk Kuantan. Dalam Pembagian harta bersama yang diputus secara

verstek No.219/Pdt.G/2021/PA/TLK

D. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai

9p]

§: otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas: Peraturan Perundang-undangan,
(¢

E yang terkait dengan objek penelitian dan Salinan Putusan Pengadilan Agama
po¥]

E- NO0.219/Pdt.G/2021/PA.TLK

e

= Penulis dalam penelitian kepustakaan hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan
<

(1°]

ﬁfata dengan menggunakan bahan Literatur sebagai berikut:

<

ﬁ. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

wn

=2. Buku Kompilasi Hukum Islam

&

?. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

o)

j+¥]

=

~ # Sukardi,Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya . (Jakarta: PT.Bumi

182

sara) 2008, h.53

nery w



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

40
©
b. @ata Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang merupakan dokumen-
-

dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum tersebut terdiri atas: Buku-buku teks yang
@)

fhembicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, hasil penelitian yang
=

Berbentuk laporan arsip perkara, jurnal, skripsi, disertai dengan peraturan perundang-
=

Eﬁdangan.
Z

C. Qata Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
w
fukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan website.

X
E. Teknik Pengumpulan Data

CMetode pengumpulan data adalah : langkah-langkah yang digunakan peneliti
untuk pengumpulan data atau informasi dalam suatu penelitiaan. Penulis
menggunakan beberapa metode yakni :

a. Observasi, Penelitian melakukan pengamatan secara langsung ke Objek
penelitian  yakni mengamati dan meneliti Putusan Hakim

N0.219/Pdt.g/2021/PAITLK yang diakses pada website resmi Mahkamah

5

je)

=/Agung https://putusan 3. Mahkamahagung .go.id untuk memperoleh informasi

—

wn
& tentang pertimbangan hakim putusan verstek tentang pembagian harta bersama.

bgi/vawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuaan penelitian

= . .
=dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

N E)

responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman

awancara . dalam hal ini peneliti mewawancarai hakim yang mengenai kasus

eyng o A

erkara Pembagian Harta bersama secara verstek bersama di Pengadilan Agama

eluk Kuantan.

Nery wisey| ;1191{5' u
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©
chDokumentasi, Pengumpulan data sekunder mengenai bahan penelitian yang
-

didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip putusan 219/Pdt.G/2021/
@)

gA.TLK, dokumentasi resmi, foto dan sejenisnya yang diharapkan dapat
=

mendukung analisis penelitian.
=

F. Eeknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersiat

alitatif dengan metode analisis Isi (Content analysis), yaitu meneliti isi dari

o Eé—SﬂS N

utusan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan menganalisa

ne

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Pembagian Harta Bersama secara
Verstek Putusan N0.219/Pdt.G/2021/PA.TLK. yang kemudian dianalisis

berdasarkan ketentuan hukum-hukum yang berlaku.

G. Teknik Penulisan

Penelitian ini menggunakan Teknik penulisan adalah sebagai berikut

Deskriptif , penulis mendeskripsikan secara jelas putusan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam putusan verstek tentang pembagian
harta bersama No0.219/Pdt.G/2021/PA.TLK

Yuridis normatif yaitu menelaah makna yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan . dalam hal ini peneliti menelaah pertimbangan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam putusan verstek tentang
pembagian harta bersama No0.219/Pdt.G/2021/PA.TLK

Induktif, setelah mendeskripsikan dan menelaah putusan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam putusan verstek tentang pembagian
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harta bersama No0.219/Pdt.G/2021/PA.TLK, Langkah selanjutnya menarik
. kesimpulan yang bersifat khusus.
» Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian latar belakang masalah,
Batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat

penulisan.

"BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menguraikan tentang kajian teori yakni
Tinjauan tentang harta bersama yang meliputi: Pengertian
Harta Bersama, macam-macam Harta Bersama,
Terbentuknya Harta bersama, Pembagian harta bersama .
Tinjauan Umum tentang Mafqud yang meliputi Pengertian
Mfqud dan Ketentuan Mafqud, Tinjauan Umum tentang
Putusan Verstek meliputi: pengertian verstek, tujuaan
verstek, tujuan verstek, syarat-syarat Hukum acara
verstek.serta kajian terdahulu(literature view) yang

berkesinambungan terhadap penelitian.

BAB Ill: METODE PENELITIAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai bagaimana metode
penulis dalam melakukan penelitian, meliputi jenis

penelitian yang digunakan oleh peneliti,sumber data yang
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diperoleh, metode penelitian, dan Teknik analisa data,
Teknik penulisan dan sistematika penulisan

BAB IV : PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi
Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan
Pembagian Harta Bersama putusan verstek no
219/pdt.g/2021/PA.TIk. serta Pandangan Hukum Islam

Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

N0.219/Pdt.G/2021/PA.TIk. tentang Pembagian Harta
Bersama

BAB V: PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, selanjutnya
diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan dalam

pembahasan ini juga beberapa lampiran.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.Pertimbangan Hakim dalam tentang pembagian harta bersama pada
perkara No0.219/Pdt.G/2021/PA.TLK yang telah diputus verstek
oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Bahwa hakim tetap
membagi harta bersama tanpa harus menunggu kehadiran pihak
tergugat yang hilang yang tidak diketahui keberadaanya, dan
menyegerakan proses tahapan persidangan dalam satu waktu hal ini
dilakukan untuk menerapkan proses persidangan yang berasaskan
cepat dan biaya ringan yang bertujuaan untuk mempersingkat
waktu persidangan Maka dalam proses Penyelesaian Perkara ini
hakim menerapkan Hukum Acara Verstek yang berlaku. Pada
putusan ini hakim telah membagi harta bersama yang tetap
berkonsep pada keadilan kedua belah pihak yakni masing-masing
mendapatkan %2 dari bagian harta bersama, putusan hakim dalam
membagi harta bersama dinilai tepat dan sesuai ketentuan yang
berlaku yakni pada ketentuan pasal 97 Kompiasi Hukum Islam
dinyatakan ““ Janda atau Duda Cerai hidup masing-masing berhak
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam

perjanjian perkawinan”
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2. Berdasarkan Pandangan Hukum Islam Pertimbangan Hakim

terhadap Kasus Perkara N0.219/Pdt.G/PA/TLK tentang Pembagian
Harta Bersama

Bahwa Pembagian Harta bagi Pihak tergugat yang dinyatakan
hilang / Mafqud . Hakim Pengadilan Agama tetap Membagi Harta
bersama tanpa harus menunggu bertahun-tahun kehadiran pihak
tergugat di  persidangan. hal ini dikarenakan hakim
mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih jelas bagi kedua
belah pihak. maka putusan ini diputus secara hukum verstek sesuai
dengan hukum acara yang berlaku. hal ini sejalan dengan Pendapat
Imam Nawawi yang memperbolehkan putusan secara verstek yang
disertai dengan bukti keterangan. pandangan hukum islam itu
sendiri sejalan dengan hukum positif mengenai putusan verstek
bahwa apabila seorang tergugat mengabaikan panggilan maka ia
dzalim(gugur haknya),maka sudah menjadi konsekunesi tergugat
karena ketidakhadirannya tergugat ke persidangan karena
ketidakhadiranya hakim juga mempertimbangkan yang lebih dekat
dengan kemaslahatan maka pertimbangan hakim menurut
Pandangan Hukum Islam telah Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam
yang Mementingkan Kemaslahatan serta Pembagian Harta

Bersama yang sesuai Dengan Prinsip Keadilan dan berimbang.
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B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis

sampaikan adalah sebagai berikut:

1.Apabila terjadi Perceraian kemudian ada persengketaan harta
bersama dan kurang puas dengan hasil putusan pengdilan .
hendaknya membuat perjanjian pra nikah yang dibuat oleh calon
pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan dan
dibuat dengan kata notaris. Perjanjian tersebut berisi hal-hal yang
berkaitan dengan pernikahan seperti kepemilikan harta.
Pembagian tanggung jawab hingga kesepakatan apabila terjadi

perceraian .

. Hendaknya Lembaga-lembaga Peradilan Agama dalam

menyikapi dan merespon kasus-kasus perdata hususnya
pembagian harta bersama maupun perkara perceraian , apalagi
perkara pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaanya dengan
sebab mafqud mulai menjalin Kerjasama dengan lembaga
pemerintah lain misalnya badan Intelegen Negara, atau pun
dengan pihak swasta yang bergerak dalam bidang informasi
sehingga akan lebih mudah mencari dan menyuguhkan kejelasan-

kejelasan data
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A. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Teluk
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
U.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
n__._...l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Mf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
lh_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
VERSTEK NO.219/PDT.G/2021/PA.TLK TENTANG PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA
Studi Kasus Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menyelesaikan
Pembagian Harta Bersama sampai Penjatuhan Putusan Verstek?

2. Berapa Kali Sidang yang dilakukan dalam menyelesaikan Perkara
Tersebut ?

3. Bagaimana Upaya yang dilakukan Majelis Hakim dalam Menyelesaikan
Kasus Pembagian Harta Bersama ?

4. Apa Dasar Hukum yang digunakan dalam Menyelesaikan Pembagian
Harta Bersama dan Dalam Menjatuhkan Putusan Verstek di Pengadilan
Agama Teluk Kuantan?

5. Bagaimana Jika Objek Sengketa dikuasai dan Diolah Oleh Pihak
Penggugat dan Langkah apa yang dilakukan Pengadilan Agama untuk
mengembalikan hak-hak Tergugat jika Pihak Tergugat Kembali untuk
Meminta hak-haknya ?
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Kggala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau
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AsSalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

-y Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Ugiiversitas Sultan Syarif Kasim Riau :
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Nama : DIVA SONALI SAFITRI
NIM : 12020124386
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Pengadilan Agama Teluk Kuantan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul

‘Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek No.219/Pdt.G/2021 PA.TLK Tentang
Pembagian Harta Bersama.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai

tanfgal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
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7. Lokasi Penelitian . PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.
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Dibuat di . Pekanbaru
w Pada Tanggal : 5 Januari 2024
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ot Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
w Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
P
ot DINAS PENANAMAN MODAL DAN
B PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- PROVINSI RIAU
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Disampaika”ﬁ Kepada Yth :
1. Kepa\é%adan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. BupatiBuantan Singingi
Up. Kepgla Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekangakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4, Yang %‘sangkutan
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PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN
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REKOMENDASI

Nomor : 21/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2024
Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penhanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan
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SBgingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

; pa PAD& SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61623 Tanggal 05

JAg_\IUAR-l—2024.

§ D(%ngan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama < DIVA SONALI SAFITRI

NiM 2 : 12020124386

Jurusan gy : HUKUM KELUARGA

53! SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

Jenjang Pendidikan : S1
= Alamat o . PEKANBARU
@ Judul Penelitian : “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
3. VERSTEK NO218/PDT.G/2021PA TLK TENTANG PEMBAGIAN

HARTA BERSAMA”

Untuk melakukan Penelitian di : PENGADILAN AGAMA TALUK KUANTAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI :

engan ketentuan sebagai berikut :

= o

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada
hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan
terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui
Badan Kesatuan Bangsa dan Palitik Kabupaten Kuantan Singingi.
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(gmikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak
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Syang terl@it diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset /
gpra riset i, dan terima kasih.
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» Dikeluarkan di : Teluk Kuantan

g Pada Tanggal : 28 Januari 2024
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Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

JHON PITTE ALS], S. IP
Pembina Tk. I. IV/b
NIP 19801012 200501 1 006
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Tembusafi disampaikan Kepada Yth :
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1. Kepalp Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2 Insrami terkait;
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- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Efektronik
‘- yang diterbitkan oleh Balal Sertifikasi Efektronik (BSrE),
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

Jalan Proklamasi No. 18, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29511 ] , pa.telukkuantan@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 146/KPA. W4-A12/HM2.1.4/1V/2024

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan

menerangkan bahwa :

Nama : Diva Sonali Safitri

NIM 112020124386

Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Yang tersebut di atas telah melakukan wawancara dan pengambilan data yang
digunakan untuk keperluan penelitian guna penulisan Tugas Akhir pada tanggal 15 Maret
2024 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek No.

219/Pdt.G/2021/PA/TLK Tentang Pem bagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan
Agama Teluk Kuantan”.
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Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Teluk Kuantan, 2 April 2024
Ketua

~h

Niva Resna, S.Ag.
NIP.197110012005022001
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Penulis bernama Diva Sonali Safitri dilahirkan di Desa Sumberjo,
Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera
Utara. Lahir Pada Tanggal 7 Januari 2001. Penulis Merupakan anak
Pertama dari 4 saudara dari Pasangan Bapak Suliyo, dan Ibu Tini.
Penulis juga Merantau Bersama Keluarga ke Kuantan Singingi. dan

sekarang Penulis Tinggal di Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah

Darat, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis Menempuh Pendidikan
dimulai dari TK Canggai Asih Estate Baserah Pada Tahun 2005 .
udlan;SDN 002 Pasar Usang Baserah pada Tahun 2007. Kemudian SMPN 1 Kuantan Hilir
a Tahﬁn 2013 . Selanjutnya melanjutkan pendidikan lagi di SMAN 1 Kuantan Hilir,
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bupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2016. dan Selesai Pada Tahun 2019.
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Pgda Tahun 2020 Penulis Melanjutkan Kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
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u dan tercatat sebagai Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
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ama menjadi Mahasiswa, Penulis Melakukan Magang selama 2 ( bulan) di Pengadilan
i%ama Teluk Kuantan. Selanjutnya Penulis Melakukan Kuliah Kerja Nyata ( KKN) di Desa
m‘Lébuk Bendahara Timur, Kecamatan Rokan 1V Koto , Kabupaten Rokan Hulu. Dengan penuh
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gpéjuangacr},) kerja keras disertai do'a dan usaha akhirnya penulis dapat menyelesaikan

up‘%dldlkaﬂ_ strata 1 ( satu ) di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam
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"“Lﬁalverang Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

hir Ka@ Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar -besarnya atas terselesaikan skripsi
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yang bmudul "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek

No 219/Pdt G/PA/TLK Tentang Pembagian Harta Bersama. Studi Kasus Pengadilan
cAgama T@Iuk Kuantan ** dibawah Bimbingan langsung Ibu Yuni Harlina, S.HI., M.Sy dan
:Bapak M‘Lz(asw S.HI., M.Sy. Berdasarkan hasil Ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum
;Pada Tanggal 13 Mei 2024, Penulis di nyatakan LULUS dan telah berhak menyandang Gelar
’“Sarjana HEkum ( S.H) dengan IPK 3,7 Prediket CUMLAUDE. Alhamdulillah, semoga suatu

saat mem@qnggakan orang tua bangsa dan Agama.
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